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Abstract. Implementation o f Inheritance Law o f  the Muslim Karo in North Sumatra. .So Far. Indonesia has not 
managed the codification and unification o f  a national inheritance law. Among the factors is the difficulty of codifying 
inheritance laws by reason of the diversity of the legal system that governs family matters of the Indonesian people, 
including inheritance laws. Hi is study examines the way of implementing the inheritance law in Karo Muslim society. 
North Sumatra. Ihis study focuses on the models of estate distribution to girls and widows. The article concludes that 
the Muslim Karo people still use customary law to resolve matters relating to inheritance disputes. Customary law that 
is used is experiencing dynamics or shifts. This happens without giving rise to tension let alone any disturbances within 
Karo Muslim community itself.
Keywords: inheritance law, custom, heir, daughter, widow
Abstrak. PelaUsanaan Hukum Waris diM asyarakat Karo Muslim Sumatera Utara. Sampai saat ini Indonesia belum 
bcrhasil melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum waris nasional. Diantara faktorsulitnya melakukan pengkodifikasian 
hukum waris karcna beragamnyasistcm hukum yang mengatur persoalan kcluarga, tcrmasuk hukum waris. masyarakat 
Indonesia. Studi ini mengkaji bagaiinana pelaksanaan hukum waris masyarakat Karo Muslim Sumatcra Utara. Studi 
ini menitikberatkan pada model pembagian harta waris kepada anak percmpuan dan janda. Artikcl ini menyimpulkan 
bahwa masyarakat Karo Muslim masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan hal-hal yang bcrkaitan dengan 
sengketa waris. Hukum adat yang dipakai adalah hukum adat yang mcngalami dinamisasi atait pergeseran. Hal ini 
terjadi tanpa mcnimbulkan ketegangan apalagi goncangan di masyarakat Karo Muslim itu sendiri.
Kata Kunci: hukum waris, adat. ahli waris. anak perempuan. janda
Pendahuluan
Pranata hukum waris mcrupakan salah unsur yang 
penting dalam kchidupan masyarakat, tcrlebih pada 
masyarakat adat1, karcna implikasinya yang bcrsifat 
hngsung terhadap kclanggcngan sistcm sosial, baik pada 
tataran kcluarga, karib kcrabat maupun masyarakat 
pada umumnya. Bcgitu pentingnya pranata warisan 
ini, sehingga hampir scluruh masyarakat adat memiliki 
sistcm kcwarisan tersendiri yang berbeda antara satu
Naskah ditcrima: 10 Marct 2014. dircvisi: I April 2014. disetujui 
unnik tcrbii: 20 Mci 2014.
1 Van Vollcnhovcn tclah mcnyusun wilayah hukum adat. Suatu
Aictah p n g  garis-garis bcsar corak dan sifai hukum adatnva seragam 
o!ch van Vollcnhovcn discbut rechtskring (lingkaran hukum).Tiap-tiap
lingkaran hukum itu dapat dibagi l.igi kc dalam kubukan-kubukan 
hukum. Adapun wilayah lingkaran dan kubukan hukum adat tersebut 
idalah: (1) Acch (Acch Bcsar. Pantai Barat Acch. Singkcl. Simeuleue). 
>1) Tanah Gayo. Alas, dan Batak (Tanah Gayo. Tanah Alas. Tanah
Batak (Tapanuli), Tapanuli Utara. Batak Pak-Pak. Batak Karo. Batak 
Sinialungun. Batak Toba (Samosir. Baligc. I agubati. Lumban Julu),
Tapanuli Sclatan, Padang Lawas. Angkola. Mandailing (Sayurmatinggi). 
dan Nias. (3) Dacrah Minangkabau (Padang. Agam. Tanah Datar, 
Lima Puluh Kota. Tanah Katnpar) dan Mcntawai. (4) Sumatcra Sclatan
dengan lainnya.’
Pada masyarakat Minang, misalnya, dengan 
sistem kckerabatan yang matrilinear,5 yang berhak 
mendapat harta warisan (harta pusaka cinggi) adalah
(Bengkulu — Rcjang-. Lampung -Abung, Pcminggir. Pubian, dan 
Iain-lain-, Palcmbang (Anak 1-akitan dan Iain-lain). Jambi (Batin dan 
Pcnghulu), dan Hnggano. (5) Dacrah Mclavu. (6) Bangka Belitung.
(7) Kalimantan (Dayak). (8) Minahasa. (9) Jawa Barat. Jawa Timur, 
Jawa Tcngah. dan scterusnya. lika direkapitulasi. di Pulau Sumatcra 
icrdapat 49 wilayah hukum adat. Jawa 7, Kalimantan 73, Sulawesi 117, 
Nusa Tcnggara 30. Maluku & Ambon 41 dan Irian Java 49. Socrjono 
Sockanto dan Solcman b. Taneko. Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: 
Rajawali Press. 1986). h. 20-40. Solcman B. lancko. Hukum Adat: 
Suatu Pengantar A w aldm  Prrdikfi Maui Mendatang. (Bandung: Eresco. 
1987), h. 45-46. John Ball mcmbuatnya lebih tingkas. yaitu tcrdiri 
at3s 19 wilayah area hukum adat Indonesia. Acch ditcmpatkan sendiri. 
Gayo, Alas, dan Batak buds menjadi satu. Demikian juga dengan 
Minangkabau Territory dan scbagainva. John Ball, Indonesian lnu> 
ill the Crossroatls: Commentary and Materials. (Sydcny: Oughtcrshaw,
1996), h. 126.
: Mcngenai karakicr hukum waris adat masing-masing dacrah lihat 
Hilman Hadikusuma. Hukum Waris Adat. (Bandung: Alumni, 2003). 
h. 126-128.
’ Sctidaknya ada tiga macam sistcm kckcluargaan vang selanjutnva 
bcrpcngaruh pada sistcm kcwarisan yang diamit. yaitu: (J) Patrilineal
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anak perempuan dan anggota keluarga perempuan 
Iainnya. Scdangkan anak laki-laki tidak mcndapatkan 
apa-apa.^Pada masyarakat Jawa dengan sistem 
kckerabatannya yang parental (bilateral), hak mewarisi 
sama-sama dimiiiki anak laki-laki dan perempuan 
schingga tidak ada perbedaan di antara keduanya.5
Selanjutnya pada masyarakat Batak Toba dengan 
sistem kckerabatannya yang patrilinear, yang berhak 
mcwarisi adalah anak laki-laki. Scdangkan anak 
perempuan tidak dipandang scbagai ahli waris.6
Masyarakat Karo, scbagaimana masyarakat Batak 
Iainnya, juga menganut sistem kckcrabatan patrilinear. 
Hak mcwarisi tcrdapat pada anak laki-laki, scdangkan 
anak percmpuan tidak mcndapatkan harta waris dari 
orang tuanya.Dalam pandangan masyarakat Karo, 
anak perempuan jika kelak menikah akan menjadi 
bagian dari kcluarga laki-laki dan ia akan mcndapatkan 
harta dari suaminya.8
Sistem kekerabatan patrilineal yang dianut 
masyarakat Karo telah mcncmpatkan laki-laki sebagai 
pihak yang “superior” dibanding dengan percmpuan. 
Namun dalam hal-hal tcrtcntu, pihak perempuan bisa 
saja mcndapatkan harta dari keluarganya, misalnya dari
yang mcnimbulkan kesaiu.in-kcs.itu.in kckcluargaan yang bcsar-bcsar 
scpcrti clan dan marga. dimana sctiap orang iiu sclalu mcnghubungkan 
dirinva hanya kcpada ayalinya. (2) Matrilincal yang juga mcnimbulkan 
kcsatuan-kesatuan kckcluargaan vang bcsar-bcsar. scpcrti clan dan 
suku, dimana sctiap orang sclalu mcnghubungkan dirinya hanya 
kcpada ibunya dan karcna itu tcrmasuk kc dalam clan suku ibunya. (3) 
Parental atau bilateral yang mungkin mcnimbulkan kcsatuan-kcsaruan 
kckcluargaan yang bcsar-bcsar scpcrti tribe dan rumpun, dimana sctiap 
orang itu mcnghubungkan dirinya dalam hal kcturunan, baik kcpada 
ibunya atau ayahnya. Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral M enurut 
Qur'an dan Hatlith, (Jakarta: Tintamas. 1990), Cet: VII, h. 11.
4 Amir Syarifuddin, Pebtksanaan Hukum Kewarisan Islam clalam 
Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1982). h. 
260-269 dan Yaswirman. Hukum Keluarga Adat dan Islam: Analisis 
Sejarah. Karakteristik. dan Prospckriya dalam Masyarakat Matrilineal 
Minangkabau. (Padang: Andalas University Press. 2006), h. 216-240.
' Otjc Salman Socmadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat 
Kontemporer. (Bandung: Alumni,2002), h. 197-199.
' Kctcntuan pokok dalam hukum warisan adat Batak Toba adalah 
bahwa anak laki-laki mcrupakan pcwaris harra pcninggalan bapaknya. 
Dalam arti bahwa jika ada anak laki-laki. mcrckalah yang menjadi ahli 
waris harta pcninggalan bapaknya. Mcmang dimungkinkan untuk 
mcmberikan scbagian liana warisan kcpada ajfina. tctapi mercka 
bukanlah tcrmasuk ahli waris. schingga mercka juga tidak bcrtanggung 
jawab atas hutang orang tua yang mcninggal, walaupun mcreka mcmang 
dapat mcmbcri sumbangan guna pelunasannnya. J.C. Vergouwcn, 
Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba. (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 
377 dan Felix Sitorus. "Hak Waris Janda dan Anak Percmpuan Batak", 
dalam Hukum dan Ketnajemukan liudaya, editor E.K.M.Masinambow,
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), h. 290-298.
Djaja S. Meliala dan Aswin Pcranginangin. Hukum Perdaia 
Adat Karo dalam Rangkd Pembentukan Hukum National, (Bandung: 
Tarsiio.1979). h. 54.
1 Djaja S. Meliala dan Aswin Pcranginangin, Hukum Perdaia Adat
Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum National, h. 65.
orang tua dan saudara. namun tctap tidak dipandang 
sebagai ahli waris. Misalnya, jika seorang anak 
perempuan mengalami kcsulitan di dalam hidupnya, 
maka ia dapat meminta bantuan kepada saudaranya yang 
laki-laki. Biasanya pihak kalimbubu akan mcmbcrinya 
harta yang disebut dengan keleng ate, artinya bantuan 
atas dasar kasih sayang.9
Bcbcrapa ungkapan yang dikenal pada masyarakat 
Karo di bawah ini akan menjelaskan bagaimana posisi 
perempuan Karo. Ada ungkapan diluki ngenca berhak 
(slechts zoona zijn gerechtigd), artinya hanya anak laki- 
laki yang berhak. Lalu ada juga ungkapan dilaki ngenca 
ibaspembagian (hanya anak laki-laki yang mendapat hak 
dari pembagian harta warisan), sidiberu Li kenan (anak 
perempuan tidak mendapat bagian), diberu la band 
erban taka (perempuan tidak bisa menetapkan porsi), 
diberu la der kaipe (anak percmpuan tanpa perolehan 
sesuatu apapun).10
Jika anak percmpuan tidak mendapatkan harta waris 
dari orang tuanya, percmpuan Karo yang berstatus janda 
juga mengalami nasib yang sama. Ia sama sekali tidak 
bcrhak mendapatkan harta warisan dari suaminya. la 
hanya diberikan hak untuk mengclola dan menikmati 
hasil harta peninggalan suaminya scpcrti sawah atau 
kebun sepanjang belum menikah dengan pria lain. Jika 
ia menikah kembali, maka haknya untuk mcngelola 
dan mengambil manfaat dari harta suaminya menjadi 
hilang."
Lalu persoalan yang tidak kalah pcntingnya 
adalah bagaimana dengan kenyataan bahwa scbagian 
masyarakat Karo tclah memcluk agama Islam. Scbagai 
sebuah agama yang kamil (sempurna) dan syumul 
(melingkupi scgala hal), Islam juga mcmiliki sistem 
hukum waris tersendiri yang dikonstruksi bcrdasarkan 
ayat-ayat suci Alquran dan Hadis. Dengan dcmikian, 
masyarakat Karo Muslim, dalam kedudukannya 
sebagai orang Karo yang tunduk pada adat, scbagai 
Muslim yang tunduk pada syariat dan sebagai warga 
negara yang dituntut tunduk pada hukum ncgara, 
dihadapkan pada tiga sistem hukum, yaitu hukum 
adat, hukum Islam dan hukum nasional. Tidak tcrtutup 
kemungkinan antara ketiga sistcm hukum tcrsebut akan 
saling bcrkompetisi untuk menjadi sistem hukum yang
’’ Djaja S. Meliala dan Aswin Pcranginangin. Hukum Perdaia AiUi 
Karo dalam Ritngka Pembentukan Hukum Nasional. h. 65.
I<> Herman Slaats dan Karen Porticr, Traditional Decision Mabnr 
and Law, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1992), h. 113’ 
dan H.K.Kucteh Sembiring. “Pcrkcmbangan Hukum Adat Euiii 
Batak Dalam Pembagian Harta Warisan". Laporan Pcnulisan Fakulu: 
Hukum Universitas Sumatcra Utara, 1990. h.74-75
"  Djaja S. Meliala dan Aswin Pcranginangin, Hukum Pcrd&u 
Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Niisional, h. 56.
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ditcrima masyarakat. Inilah yang disebut oleh John R 
Bowen sebagai compering norm}2
Pertanyaan yang menarik untuk diajukan adalah 
bagaimana sikap dan keputusan yang diambii 
masyarakat Karo Muslim dalam menyelesaikan 
persoalan pembagian harta warisan, bagaimana pula 
dengan pilihan hukum masyarakat Karo Muslim, 
apakah mereka retap memilih hukum adat sebagai 
hukum yang hidup atau hukum Islam sebagai hukum 
agama yang bersumber dari wahyu, atau malah mereka 
menyerahkan persoalannya ke pengadilan negeri atau 
pengadilan agama.
Studi ini ini bukanlah studi pertamayang membahas 
persoalan hukum waris pada masyarakat Karo. Selain 
masalah kewarisan beda agama (kewarisan beda iman), 
persoalan kedudukan anak perempuan dan janda dalam 
sistem hukum waris adat Karo sudah kerap dibahas 
para penulis sebelumnya. Namun pendekatan yang 
dipakai sebagian penulis adalah pendekatan kuanritatif. 
Akibatnya, kajian terhadap hukum waris Karo terkesan 
hanya berada di permukaan. Penulisan terdahulu 
belum sepenulinya berhasil menyingkap alasan atau 
argumentasi yang mendasari pilihan-pilihan hukum 
mereka. Disamping iru. penulisan terdahulu tidak 
sepenuhnya berhasil mcngungkap alasan serta nilai- 
nilai yang mendasari perilaku dan sikap masyarakat 
Karo dalam berinteraksi dengan hukum. Walaupun 
demikian, penulisan terdahulu tetap penting dan 
berguna untuk mendukung penulisan ini.
Pelaksanaan H ukum  Waris di K abupaten  Karo
Studi ini menunjukkan bahwa masyarakat Karo, 
bahkan yang sudah memeluk Islam sekalipun, ternyata 
masih menggunakan hukum adat unruk menyelesaikan 
persoalan-persoalan yang mereka hadapi, rermasuk 
dalam bidang waris. Ketika penulis menanyakan 
hukum manakah yang digunakan untuk menyelesaikan 
pembagian harta waris, tanpa ada keraguan sedikit 
pun para informan menjawab hukum adat. Ketika 
pertanyaan ini dilanjutkan, mengapa harus hukum 
adat dan mengapa tidak hukum Islam? Jawaban yang 
dikemukakan informan sangat sederhana dan tegas. 
Umumnya para informan menyatakan bahwa hukum 
adatlah yang pertama hadir di Tanah Karo, lalu 
kemudian Islam datang dengan pranata hukumnya. 
Arrinya. sejak lama mereka telah tunduk pada hukum 
adat.
Dalam kasus pembagian harta waris bagi anak
• John Bowen, Islam, Law, and Eqwdity Jo Indoncsut: An 
Amhropotgy o f Public Reasoning, (London: Cambridge University Press. 
2003), h. ’
perempuan, misalnya, hukum adat Karo dengan tegas 
menyebutkan bahwa perempuan. baik dalam sratusnya 
sebagai anak ataupun janda tidak disebut sebagai ahli 
waris dan karenanya tidak mendapatkan bagian dari 
harta waris. Walaupun dalam kasus-kasus tertentu, 
ada anak perempuan yang mendapatkan harta waris, 
itu bukan karena kapasitas mereka sebagai ahli waris. 
Mereka menerima harta waris itu karena semata-mata 
pemberian saudaranya yang disebut dengan pemberian 
kelang ate.
Menurur hukum Islam, anak perempuan dan 
janda tidak saja diakui sebagai ahli waris, namun 
lebih dari itu, ajaran agama juga menetapkan porsi 
bagian untuk mereka berdua. Ketentuan Alquran yang 
menempatkan anak perempuan dan janda sebagai ahli 
waris sesungguhnya adalah sebuah perubahan radikal 
yang ditawarkan Alquran kepada masyarakat Arab 
yang menganut kekerabatan patrilineal.1' Jangankan 
menjadikan anak perempuan dan janda sebagai 
ahli waris, hukum adat Karo malah menempatkan 
anak perempuan sebagai “makhluk yang tidak dapai 
memberikan kontribusi apapun, baik dalam konteks 
kehidupan keluarga atau kesukuan”. Karena dipandang 
tidak berharga itulah maka anak perempuan tidak akan 
mendapatkan apapun dari harta orang tuanya. Terlebih 
lagi janda yang ditempatkan posisinya sama dengan 
“harta-tirkah" yang dapat diwarisi.
Pada gilirannya, Alquran hadir dengan menetapkan 
anak perempuan dan janda sebagai ashhitb al-fitrudh
'' Bangsa Arab membolchkan praktik poligami tanpa batasan 
maksimum dan tidak memperkenankan pembatasan jumlah istri Ini 
merupakan spirit sistem patemalismc yang dianur oleh suku-suku 
nomadeni secara umum dan tncniscayakan komposisi rumah langga 
patriarki yang terdiri atas laki-lakl sebagai poros, lalu sejumlah istri 
mcrdcka. ditambah budak-budak sariyyah (yang boleh disetubuhi 
secara bebas tanpa ikatan pemikahan). Dalam masyarakat patriarki 
ini, suami disebut dengan baa I (tuan) istri. Ba'al juga berarti majikan 
atau pemilik. Kata ini sering digunakan dalam relasi perkawinan. 
K.u.i kundnya adalah perkawinan bagi mereka dipahami sebagai 
kepemilikian (tamalluk). Istilah ba'al juga menyimbolkan poros otoritas 
tertinggi yang dinikmati oleh suami dalam masyarakat tribal. Dalam 
tradisi keluarga Arab, ia adalah pemilik istri, tuan. dan majikannya. 
Dialah yang membcri rezeki (nafka hidup) kepada istrinya dengan 
jalan berdagang atau paling sering jusrru dengan jalan merampok dan 
merampas, Makna positifhya adalah suami atau ba'al juga menjadi 
pelindungdan pembela (kehormaranl istri ketika suku dan keluarganya 
discrang oleh suku lain. Oleh sebab itulah istri juga discbut dengan 
"haram" yang mengandung arri scsuatu yang dipcrtahankan atau 
dilindungi. Kond.iti kedatangan Islam tid.ik serta merta mcmbuai 
kedudukan perempuan sama dengan laki-taki, tetapi sctidaknya 
perempuan yang semula dipandang tidak bernilai telah diberi nilai 
separoh dari nilai laki-laki. Penting dicatat. menunit hemat penulis, 
hal ini bukan tujuan Alquran yang sesunggulinya. Akan tetapi karcna 
Alquran menempuh cara yang gradual (tadarruj) untuk mengangkai 
posisi perempuan. apa yang ditawarkan Alquran sebenamya sangat 
ratlikal dan prog resit. Lihal lebih luas ulasan yang menarik dari 
Khalil Abdul Karim. Syari’ah: Scjarab Perkelabian Penutknaan, 
diterjemahkan oleh Kamran As’ad, (Yogvakarta: LkiS, 2003), h, 33-46
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dengan porsi tertentu. Anak percmpuan berpcluang 
mendapatkan bagian harta, misalnya Vi jika sendiri, 
2/3 jika bcrbilang dan mcndapatkan 1 bagian dari dua 
bagian anak laki-laki jika mercka bersama-sama scbagai 
ahli waris. Scdangkan janda mcmiliki kemungkinan 
untuk mcmpcrolch lA jika pewaris tidak mcmiliki 
anak atau 1/8 jika pewaris mcmiliki anakJ’Bahkan di 
dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dan Kompilasi 
Hukum Islam, janda berhak untuk mcndapatkan Vz 
dari harta bersama yang ditinggaikan suaminya.15
Scdangkan ahli waris yang lain, baik dalam konteks 
dzawi al-fitritdh atau asabat, kctentuannya telah 
ditctapkan Allah Swt. di dalam Aiquran dan Hadis 
Nabi Muhammad Saw. Beranjak dari pemahaman ayat- 
ayat inilah, para ulama menctapkan klasifikasi ahli waris 
kcpada asabat, dztiwi al-furudh dan dztiun al-arfaam}('
Dcmikian juga hukum ncgara, sebagaimana terllhax
"  Kcbcradaan anak percmpuan dan janda scbagai ahli waris dan 
mcndapatkan porsi tertentu (furudh al-Muqadd.tr.ih) tcrdapat pada 
Q.s. al-Nisa [4]: 11 dan 12. Muhammad 'Ali al-Shabuni, Al-Mawarits 
f t  al-Syari’ah al-hlamiyy.th f t  Dhaw'l al-Kitab wa al-Sunnah. (Madinah: 
D ir aJ- Shabunl. 2002), h. 42-44; Amir Syarifuddin, Hukum K tnan ­
kin Ulam. (Jakarta:I’ronada Media. 2004). It. 40-41 dan Sajuti Tbalib, 
Hukum Kewarisan lilam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika. 2008), 
Ccc. VIH, h. 117-118 dan 139-140.
” Dalam hukum adat, harta benda yang dimiiiki oleh suami dan 
istri dapat dibedakan kc dalam dua kategori yang umum. yaicu: (1) 
Harta yang dipcrolch sebelum perkawinan. (2) Harta benda vaitg 
didapat sctclah perkawinan. Dalam masyarakat, baik yang matriarchal 
maupun patriarchal, kategori ini diakui dalam hukum perkawinan 
yang mcmbahas ntasalah hana broanta, utamanya pasal 35 hingga 37 
UU No. 1 Tahun 1974. Dalam per.uur.in terscbut, harta bawaan (harta 
ptibadi yang dibawa kc dalam perkawinan) digunakan untuk mcrujuk 
pada tipc pertama. scdang harta bersama digunakan untuk tipc kedua. 
Dari sisi hukum Islam, baik ahli hukum kclompok Syafi'iyyah maupun 
para ahli hukum lain yang ntewakili mazhab-mazhabnya tidak satu 
pun yang mcntbahas topik tentang lu tta  bersama dalam perkawinan 
ini sebagaimana yang dipahami di dakun hukum adat. Namun 
kalau dililiat dari sisi teknisnva. kcpemilikan harta sectra bersamaan 
antara suami dan istri dalam kehidupan perkawinan terscbut dapar 
dipersamakan dengan bcntuk kerja sama (syirkah) yang lain yangsccara 
umum tclah dibahas oleh pata ahli hukum Islam, walaupun para ahli 
fikih mcmbahasnya tidak dalam koittcks petnikahan. Ramo Lukito, 
Pergumulan antara Hukum lilam  d m  Hukum Adat di Indonesia, 
(Jakarta: INIS. 1998). h. 82-85. l.ihat kajian ringkasnya pada Ratno 
Lukito, ‘ I’ctgumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia", dalam, 
Dody S. Truna dan Ismatu Ropi (penyunting). Ihanata Islam di 
Indonesia: Pergulatan Sosial, Poliak. Hukum. dan Pendidikan, (Jakarta: 
Logos. 2002). h. 78-79. Kajian tentang harta bersama lihat juga. Abdul 
Manan. Aneka Masatah Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta: 
Kcncana I’renada, 2008), h. 103-129.
Dalam sistcm kewarisan Suni, dikcnal tiga kclompok ahli 
waris. ashhAb al-fitrudh (dzawi al-furudh atau ahli waris yang sudah 
ditcntukan Aiquran). dzawi al-artam  (ahli waris yang ditarik dari 
garis ibu) dan asabat (ahli waris yang ditarik dari garis Bapak). Sistem 
waris Syiah hanya mcngenal pembagian dzawi al-furitdh dan dzawi al- 
qarabah. Umuntnya ada tiga martabat (tingkatan). yaitu (1) Manabat 
I. tetdiri atas ibu. bapak. dan anak tcrus kc bawah. (2) Martabat II 
adalah uudara laki-laki dan perempuan tcrus ke bawah, kakek terus kc 
atas. nenck tcrus kc atas. (3) Martabat III adalah pantan dan bibi dari 
bapak. paman dan bibi dari ibu. dan anak-anak mercka. Kctentuannya
pada putusan Mahkamah Agung tahun 1961 yang 
menctapkan anak laki-laki dan percmpuan scbagai 
ahli waris yang mcmiliki kedudukan yang sama. 
Implikasinya, anak percmpuan harus mendapat bagian 
yang sama sebagaimana anak laki-laki. Tcrnyata di 
scbagian masyarakat Indonesia, mcncmpatkan anak- 
anak laki dan perempuan sebagai ahli waris telah 
menjadi kcsadaran batin masyarakat sebagaimana 
tcrdapat pada masyarakat adat yang mcnganut sistcm 
kckcrabatan bilateral atau parental.
Pcrsoalan tidak ditempatkannya anak percmpuan 
scbagai ahli waris sebagaimana yang bcrlaku di Tanah 
Karo, scmpat mcncuat dan menjadi pcrsoalan nasiona 
kctika para pihak yang bersengketa mcngajukan 
perkaranya kc Pcngadilan Negeri Kabanjahc, Pcngadilan 
Tinggi sampai kasasi ke Mahkamah Agung. Akhirnya. 
pada tanggal 23 Oktober 1961 keluarlah keputusan 
Mahkamah Agung No. 179/K/Sip/1961 yang menolak 
kasasi yang diajukan penggugat.' Mahkamah Agung 
mcmutuskan bahwa anak perempuan (dalam gugatan 
terscbut) mcmiliki kedudukan yang sama dengan anak 
laki-laki dalam hal mewarisi harta dari kedua orang 
tuanya.'®
Pada intinya, putusan terscbut mcnycbutkan bahw; 
bcrdasarkan rasa perikemanusiaan dan kcadilan umum 
dan atas hakikat persamaan hak antara laki-laki dengan 
percmpuan, sckaligus memperiimbangkan hukum yang 
hidup di scluruh Indonesia, bahwa anak perempuan, 
sebagaimana anak laki-laki, harus diposisikan scbagi 
ahli waris dan mcmiliki kedudukan yang sama. Intinya 
anak percmpuan juga bcrhak mcwarisi harta oraiu 
tuanya,1'’
adalah kclompok 1 dapat menyisihkan kclompok di b.uv-.itin« 
Dtsamping itu. masing-masing dapat mcnggantikan tcmpat die] 
kedudukan jika pada satu ternpat tidak ada ahli waris yang scmcstinrjJ 
Scdangkan dalam perspekrif Hazairin, kclompok ahli waris tcrdiri did 
dzawi al-furitdh. dzawi al-qarabah dan mawdli (ahli waris pcnggantiJ 
Hazairin mcngenal istilah keutamaan. misalnya. anak laki-laki 
anak percmpuan dapat menjadi dzaw i al-furudh Ann dzawi al-qr.riU\ 
Sclanjutnya. orang tua, janda, dan duda. Keutamaan bcrikutnJ 
adalah saudara laki-laki dan percmpuan. ibu dan ayah scbagai iksA  
al-qarabah. Ix-bih luas lihat Ha&iirin, Hukum Kewarisan BiUtcA 
M enurut Q uran dan Hadith, It. 26-44. Lihat juga. Al Yaja Abu Bibi 
A hli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap PeiuU-A 
Hazairin dan Penalanm Fikih MazJ/ab. (Jakarta: INIS.t998), h. r |  
80. Khtmis Syiah lihat Muhammad Mustafa Khan. Islamic Ltu I  
Inheritance: A Neiu Approach. (New Delhi: Kitab Bhavan, 2005:. (.<■ 
III. It. 142-171.
R. Subckti. Hukum Adat Indonesia dalam Yurispridensi M a h h tA  
Agung. (Bandung: Alumni, 1991), It. 15-16.
“ R. Subckti dan J. Tamara. Kumpulan Putusan Mahkamah ArM  
Mengenai Hukum Adat, (Djakarta: Gunung Agung. 1965) h. 85-881  
Subckti, Hukum Adat Indonesia dalam Yurispridensi Mahkamah ApM  
h. 15-16.
'' R. Subckti. Hukum Adat Indonesia dalam Yunspndeim M a/’h ’M  
Agung. h. 15-16.
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John Bowen di dalam bukunya Islam, Law and 
Equality in Indonesia menyatakan bahwa lewat 
purusannya, Mahkamah Agung telah mempromosikan 
sistem kewarisan bilateral ke seluruh pelosok Indonesia 
dan mengklaim bahwa kesamaan hak antara laki-laki 
dan perempuan merupakan hukum yang hidup di 
Indonesia. Lebih jelas Bowen menuliskannya sebagai 
berikut:
Ihc Court used this coiiccpt o f “living law” to promote 
the bilateral inheritance of property. In the 1950s, it made 
the modest stipulation that in any given society, men 
and women had equal rights to inherit unless otherwise 
specified by the specific social structure conccrned. But 
in 1961 the Court declared that bilateral inheritance 
was now "the living law throughout Indonesia” and that 
superseded local adat in all cases.20
Setelah lahirnya keputusan Mahkamah Agung 
tersebut, yang menurut Subekti dipandang sebagai 
tonggak yang bersejarah dalam proses pcncapaian 
persamaan hak antara kaum perempuan dan laki-laki.-1 
di kalangan masyarakat Karo terjadi polemik yang 
rclatif tajam antara yang menolak dengan tegas putusan 
Mahkamah Agung dengan pihak yang menerima. 
Bcgitu “hangatnya” polemik yang terjadi di tengah- 
tcngah masyarakat. Bupati Karo yang saat itu dijabat 
oleh Matang Sitepu mengadakan seminar tcntang 
Hukum Waris Adat Karo. Namun seminar tersebut 
tidak menghasilkan keputusan yang signifikan.22
Respon masyarakat Karo pada waktu itu tetap 
saja terbelah kepada tiga kelompok, yaitu: pertama, 
kclompok masyarakat yang setuju dengan persamaan 
kedudukan perempuan dan laki-laki dalam sistem 
hukum waris. Tokoh yang berada pada kelompok 
ini adalah P. Tamboen. Menurutnya, Keputusan 
Mahkamah Agung tanggal I Nopember 1961 adalah 
keputusan yang sangat tepat dan terpuji. P. Tamboen 
juga menyatakan keheranannya mengapa di Tanah 
Karo perempuan belum dianggap sama dengan laki- 
laki, sehingga perempuan harus tetap dibenamkan 
dalam lumpur kchidupannya. Seharusnya, masih 
menurut Tamboen, masyarakat Karo melihat ke dcpan 
dan bukan seperti yang lazim dilakukan banyak orang 
melihat ke belakang.25
Kedua, kclompok masyarakat yang setuju adanya
-'John Bowen. Islam, Law and Equality m  Indonesia; An A ntbropolgy 
of Public Reasoning, h. 53.
R. iubckti dan J. Tamara, Kumpulan Putusan Mahkamah Agung 
Mengen.it Hukum Adat, h.93.
Ulasan singkat matcri seminar tersebut dapat dibaca pada 
larva Djaja S. Mcliala dan Aswin Peranginangin. Hukum Perd/tta 
Adat Karo dahim Rangka Ptmbentukan Hukum National, (Bandung: 
Taiuto,I979).
11 Diaja S. Mcliala dan Aswin Peranginangin, Hukum Perdata Adat 
Karo datam Ritngka Pembtntukan Hukum Nasional, h.76.
persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, namun 
dengan caratan-catatan tertentu. Misalnya, persamaan 
kedudukan antara laki-laki dan perempuan tidak 
berlaku dalam pewarisan tanah adat. Salah seorang 
tokoh yang berada pada kelompok ini adalah Dj. 
Ginting (istri almarhum Let. Jen. Djamin Ginting) 
yang mengatakan setuju dengan Keputusan Mahkamah 
Agung bahwa anak perempuan berhak mendapatkan 
harta waris sebagaimana anak laki, baik untuk harta 
bergerak ataupun tidak, kecuali satu hal yakni tanah 
adat. Adapun yang dimaksud dengan tanah adat adalah 
tanah pemulihen
Ketiga, kclompok yang sama sekali tidak setuju 
dengan persamaan kedudukan antara laki-laki dan 
perempuan dalam hal waris. Bagi mereka, dalam sistem 
hukum adat keduanya memang berbeda dan hal ini telah 
berlangsung dalam masa yang cukup panjang/’Salah 
seorang tokoh yang tidak setuju dengan Keputusan 
Mahkamah Agung adalah Masri Singarimbun. 
Menurutnya, apabila sistem hukum waris masyarakat 
Karo diubah seperti Keputusan Mahkamah Agung, 
dikhawarirkan akan menimbulkan disintcgrasi sosial 
yang hebar di tcngah masyarakat Karo.26
Perdebatan yang terjadi di tcngah-tcngah masyarakat 
Karo tcntang hak waris bagi anak perempuan 
menunjukkan bahwa persoalan ini sangat serius dan 
menyita pcrhatian banyak pihak. Putusan Mahkamah 
Agung tidak saja dianggap telah “mengganggu’' 
kewibawaan hukum adat Karo yang telah ditcrima 
secara turun-temurun dalam rentang waktu yang cukup 
panjang, tetapi juga dikhawatirkan akan menimbulkan 
disinregrasi sosial di tcngah-tengah masyarakat.
Lcpas dari perdebatan tersebut, keputusan 
Mahkamah Agung mcngukuhkan realitas pluralisme 
hukum di Tanah Karo. Masyarakat Karo discntakkan 
bahwa disamping norma adat, terdapat “hukum ncgara 
yang putusan-putusannya tidak saja berbeda, tetapi 
juga bertentangan dengan apa yang mereka yakini 
sclama ini. Masyarakat Karo, khususnya yang Muslim, 
pasca putusan Mahkamah Agung telah menjadi obyck 
lebih dari satu sistcm hukum, yaitu adat, negara, dan 
agama. Pada saat itulah terjadi apa yang disebut dengan 
kompetisi norma, pcrjumpaan atau konflik di antara 
pelbagai sistem hukum.
Lepas dari itu, masyarakat Karo sudah menyaru 
dan merasa sangat nyaman dengan hukum adatnya.
- ' Djaja S. Mcliala dan Aswin Peranginangin. Hukum Perdata Adat 
Karo dalam Rangka Pembtntukan Hukum Nasional, h. 58.
Djaja S. Mcliala dan Aswin Peranginangin. Hukum Perdata Adat 
Karo dalam Rangka Pembtntukan Hukum Nasional. li. 57.
" Djaja S. Mcliala dan Aswin Peranginangin. Hukum,Perdata AHat 
Karo dalam Rangka Pembtntukan Hukum Nasional, h. 70.
204 A h kam : Vol. XIV. No. 2. Juli 2014
Aturan-aturan di dalam adat telah memenuhi apa 
yang sesungguhnya mereka butuhkan dalam hidup. 
Tcntu bukan dalam makna material, tetapi lebih dari 
itu kebutuhan yang bersifat psikologis-magis-religius. 
Pendek kata, pola kekerabatan sangkep sitclu, merupakan 
pola kekerabatan yang menjamin setiap orang Karo 
memiliki nilai dalam konteks relasinya dengan orang 
lain. Pada sisi lain, kepatuhan mereka terhadap hukum 
adat merupakan bagian dari identitas mereka sebagai 
orang Karo.
Soerjono Soekanto menyebutkan beberapa teori 
dasar-dasar kepatuhan masyarakat terhadap hukum. 
yaitu: (1) Indoctrination. Masyarakat patuh pada hukum 
karena diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. 
Sejak kecil manusia telah dididik agar mcinatuhi 
kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. 
Bagaimanapun juga. kaidah-kaidah telah ada sejak 
seseorang dilahirkan dan semua manusia meneriman 
secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi, manusia 
dididik untuk mcngenal, mengctahui, dan mematuhi 
kaidah-kaidah tersebut. (2) Habituation. Sejak kecil 
manusia mengalami proses sosialisasi. sehingga lama 
kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi 
kaidah-kaidah tersebut. (3) Utility. Hukum dipatuhi 
karena dalam kesadaran batin masyarakat ada banyak 
manfaat yang bisa dipctik. Pendek kata, masyarakat 
patuh pada hukum karena nilai guna hukum itu sendiri. 
(4) Group Identification. Seseorang patuh pada hukum 
karcna salah satu sarana untuk mcngadakan identiHkasi 
dengan kelompok. Implikasinya tidak jarang ada orang 
yang mematuhi kaidah lain hanya untuk mengadakan 
identifikasi dengan kelompok lain tersebut.-1
Apabilaadat memiliki kedudukan yangsangatpenting 
bagi masyarakat Karo, maka dimana sesungguhnya 
posisi agama. Beranjak dari informasi yang diberikan 
para informan, penulis menangkap kesan bahwa bagi 
masyarakat Karo, agama dan adat memiliki wilayah atau 
teritoriaJnya masing-masing. Agama, khususnya Islam, 
hanya dipatuhi pada hal-hal yang bersifat ibadah seperti 
taharah, shalat, puasa, zakat, dan haji. Adapun persoalan 
perkawinan dan warisan, aturan-aturan yang dipakai 
adalah ketentuan-ketentuan yang telah digariskan adat. 
Dalam adat Karo, masalah perkawinan, kewarisan, dan 
juga kematian termasuk hal-hal yang ketentuannya 
sangat rinci diatur di dalam hukum adat.28
17 Soerjono Soekanto dan Solcman b. Taneko, Hukum Adat
Indonesia, h. 323-32.
‘s P. Tamboen mcnguraikan bahwa yang termasuk kc dalam Adai
Karo adalah hal-hal yang berhnbungan dengan marga, pantangen,
berdirinyaun/wij, tabiat bangsa, keadaan keschatan. kampung-kampung,
peralacan dan upacara. anak lahir, perkawinan. menguburkan orang
mati. mcntabalkan raja, agama. kcscnian. dan sebagainya. Hal menarik
Dengan demikian, penjelasan di atas sampai pada 
sebuah pernyataan yang konklusif bahwa masyarakat 
Karo Muslim, dalam praktik hukum warisnya ternyata 
masih menggunakan hukum adat. Akan tetapi kendati 
mereka sama-sama menyebut hukum adat. tetapi 
polanya antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Lalu 
pertanyaannya adalah apakali hukum adat yang mereka 
laksanakan benar-benar murni dan utuh sebagaimana 
yang telah digariskan nenek moyang mereka sejak 
dahulu kala ?
Pola-Pola Kewarisan Anak Perem puan
Berangkat dari informasi yang diberikan para 
informan, penulis menemukan sctidaknya terdapat tiga 
pola yang berkembang pada masyarakat Karo Muslim 
dalam kaitannya dengan pembagian harta waris untuk 
anak perempuan. Tiga pola tersebut yaitu: pertama, 
anak perempuan tidak mendapat harta waris. Penelirian 
yangdilakukan menunjukkan bahwa di antara informan 
ternyata masih ada yang mclaksanakan hukum adat 
secara utuh. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan 
oleh beberapa informan bahwa selaku anak perempuan. 
mereka tidak mendapatkan harta waris sedikit pun 
dari saudaranya yang laki-laki.2'’ Ada pula informan 
yang mengatakan bahwa disebabkan harta waris 
yang sedikit, saudara percmpuannya rela untuk tidak 
mendapatkan apapun dari harta waris tersebut. Tidak 
kalah menariknya, ketika saudara percmpuannya tidak 
menuntut apapun dari harta waris tersebut, dipahami 
sebagai benruk kesadaran dan kepatuhan saudara 
perempuan tersebut terhadap hukum adat. Tegasnya, 
perempuan yang patuh pada hukum adat, dipandang 
sebagai perempuan Karo yang baik dan beradar.
Adat Karo menempatkan laki-laki dan perempuan 
dalam posisi yang tidak seimbang. Anak laki-laki sebagai 
pembawa marga mendapatkan kchormatan-kehormatan 
di dalam pelbagai peristiwa adat, termasuk di dalamnya 
pada proses pembagian harta waris. Kedudukannya 
yang tinggi juga menemparkannya sebagai orang yang
dari Tamboen, hukum pusaka (waris) dimasukkan pembahasaiuTV] 
dalam sub hukum sipil. Termasuk dalam pcmbaha.san hukum sipl 
adalah hukum ranah, jual belt dan scwa. hukum nikah. hukum l,tkum> 
(kawin waris), hukum kaum kcluarga. hukum gadai-mcnggadai. i!s 
hal yang bcrhubungan dengan pengadilan. P. Tamboen, Adat IntaLI 
Kitm. (Djakarta: Balai Pustaka, 1952). h. 1-205. Qandingkan dengu 
Darwins Prints, Adat Karo. (Medan: Hina Media Perintis, 20041. h. TV 
362. Tetua-tcma dalam buku Darwins Prints adalaii perkawinan jvuii 
masyarakat Karo, nunniken kalak mate, adat untuk anak-anak. rcttuu 
dan orang nia, rumah adat Karo, adat tanah dan pertanian. anda 
kebudayaan Karo, Sangkep ngtluhi. Maba [ielo Stlambar. :Wg,wm 
Manuk, Irtembe-tenibe Ped.tl.tn hum . Xgemngguken kalak itiilo .-lit-* 
dan runggu m ulih kuburen nari.
Djaja S. Mcliala dan Aswin Peranginangin. Hukum PereLtta /taj 
Kara dalam Rangka Pembtntukan Hukum Manorial, h. 4 1.
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harus didahulukan, bahkan diutamakan. Menariknya, 
perempuan Karo scbenarnya sangat menyadari posisi 
yang tidak scimbang tcrscbut. Oleh sebab itu, ekspresi 
inferioritas ditunjukkan dengan sikap mcngalah, tidak 
menuntut harta waris, dan mcrclakan harta orang 
tuanya jaruh kcpada saudaranya yang laki-laki.
Disamping itu, percmpuan Karo juga menyadari 
aturan-aturan adat yang menempatkan mercka scbagai 
makhluk “kelas dua dan hal itu dirasakan sebagai 
sesuatu yang tidak mcnccrminkan keadiian. Pada 
saiu sisi, anak perempuan biasanya menjadi tempat 
orang tua mengadukan pclbagai hal. Anak perempuan 
menjadi tcman berbagi ccrita. Bahkan ketika orang 
tua sakit, anak pcrempuaniah yang mcngurusnya. Ini 
dipandang scbagai kcwajiban. Bahkan tidak jarang, 
anak perempuan bukan hanya sckedar mengurus 
tetapi juga menanggung biaya pengobatannya. Dalam 
kcnyataannya, orang tua pun mcrasa lebih nyaman 
tinggal dengan anak percmpuannya kctimbang dengan 
anak laki-lakinya (bersama menantu perempuannya). 
Namun pada sisi lain, pada saat pembagian harta waris. 
mercka sama sckali tidak mcndapatkan harta waris. 
Inilah scsungguhnya yang mcmbuat perempuan Karo 
‘prates’, walaupun cksprcsinya hanya tampak dalam 
bt.i-kata.
Kedua, anak percmpuan mcndapatkan sedikit 
harta waris. Bcntuk lain dari pclaksanaan hukum waris 
di tanah Karo adalah mulai munculnya kcsadaran 
masj’arakat Karo Muslim (saudara laki-laki) untuk 
membcri harta waris kcpada anak perempuan atau 
saudara perempuannya. Tcrlcpas apapun namanya, 
apakah anak percmpuan scbagai ahli waris dan karenanya 
mcndapatkan bagian waris atau sckedar pemberian 
dari saudara Iaki-laki scbagai tanda kasih sayang dan 
penghargaan, perempuan Karo sudah mendapatkan 
harta waris kcndaci dalam jumlah yang sangat kecil.
Kcsadaran di masyarakat Karo untuk mcmberi harta 
waris kcpada anak perempuan discbabkan kemurahan 
hari saudara laki-lakinya. Oleh scbab itu, harta yang 
diterima anak perempuan discbut sebagai pemerean, 
tanda kasih sayang, atau penghargaan. Disamping itu, 
anak percmpuan mcmpcrolch harta waris karena mercka 
dipandang bcrhak untuk mencrimanya. Biasanya dalam 
kasus ini berlaku wasiat atau hibah dari orang tua.
Kctiga, anak percmpuan dipandang sejajar dengan 
anak Iaki-laki. Hal ini masih dalam kontcks perubahan 
pada hukum adat Karo. Pada bcntuk yang pertama dan 
kedua jelas terlihat bagaimana pilihan-pilihan hukum 
vang dilakukan masyarakat Karo Muslim dalam rangka 
mcnyclcsaikan pembagian harta warisnya. Masih ada 
yang bertahan pada hukum adat dan jumlahnya sangat
kecil. Diperkirakan bahwa pada masa-masa mendatang, 
semakin banyak masyarakat Karo Muslim yang akan 
melakukan ’’pcnyimpangan” dari garis hukum adatnya. 
Setidak-tidaknya mercka akan melakukan modifikasi 
terhadap hukum adat warisnya.
Berbeda dengan bcntuk yang pertama dan kedua, 
pada bcntuk yang kctiga ini harta waris akan dibagi 
kepada ahli waris dalam jumlah yang sama. Istilah 
yang dipakai sama rata. Perbedaan antara laki-laki dan 
percmpuan tidak lagi bcrmakna perbedaan jumlah 
porsi bagian. Tentu bcntuk yang kctiga ini melampaui 
apa yang dituntut hukum adat dan juga hukum Islam 
itu sendiri.
Cara ini ditempuh para orang tua, disamping untuk 
menciptakan keadiian di antara anak-anaknya, juga 
bertujuan untuk menghindarkan konflik di antara 
sesama ahli waris. Walaupun sampai hari ini kcsadaran 
wanita Karo untuk menuntut haknya belum tampak 
dengan jelas, namun tidak tcrtutup kemungkinan pada 
masa mendatang, kcsadaran hukum bagi wanira Karo 
akan scmakin menguat.
Tidak kalah menariknya, bcbcrapa informan 
menyebut bahwa apa yang mcrcka lakukan dengan 
membcri harta kcpada anak percmpuan, bagaimanapun 
caranya, adalah bcntuk dari kombinasi antara hukum 
adat dan hukum agama. Bagi mcrcka, lebih pcnting 
untuk mempertahankan harmonisasi keluarga, 
kctimbang membiarkannya rctak dan hancur hanya 
karena pembagian harta waris yang tidak adil.
Pola Kewarisan Janda
Janda yang Belum Bercerai dari Suam inya
Bagi orang Karo, kematian salah satu pasangan tidak 
dimaknai sebagai perceraian. Tentu saja hal ini berbeda 
dengan apa yang berlaku di dalam hukum Islam dan 
hukum perdata. Perceraian yang disebabkan karena 
kematian dan mcnyebabkan istri yang ditinggalkan 
discbut dengan janda aJmarhum tetap menjadi bagian 
dari keluarga laki-laki. Hal ini adalah konsekuensi logis 
dari tardisi unjuken-tukur dalam adat istiadat Karo.Vl
w Salah satu bcntuk kawin ekiogattii dalam masyarakat hukum 
adat kebapaan adalah suaiu sistcm perkawinan yang tcrkcnal dengan 
nanta kawin jujur. Menurut sistcm perkawinan ini. pihak calon suami 
mcntbcri sesuatu yang bcrsifat magis kcpada pihak calon istri. rang 
biasanya adalah scorang gadis. dan scgcra sesudah pihak calon istri, 
yang biasanya sesuatu yang bcrsifat magis itu, maka klan dari calon 
istri mclcpaskan ikatan kckciuargaannya dan sccara otomatis calon 
istri masuk kc dalam lingkungan klan dari bakal suaminya. Dengan 
dcmikian, istri menjadi anggora (bant) dari klan suaminya dengan diberi 
hak dan kcwajiban pcnuh dalam lingkungan keluarga suaminya itu. 
Bushar Muhammad. Am j-Aios Hukum Adat: Suutu Pengttniar, (Jakarta: 
Pradnya Paramita, 2006). h. 24-25. Sclanjurnya. h.impir scmua pada
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Wafatnya suami tidak menyebabkan berkurangnya 
hak-hak janda rerhadap harta suaminya. Janda meniiliki 
hakpenuh untuk mengelola harta, mengembangkannya, 
dan nienikmatinya.Lebih penting dari itu, janda 
memiliki kewenangan untuk mendayagunakan harta 
suaminya demi kepentingan anak-anaknya, apakah 
dalam rangka pendidikan, memperoleh pekerjaan, atau 
pun untuk kehidupan keluarga (perkawinan). Beberapa 
informan membcri catatan, persetujuan kalimbubu dan 
anak beru penting untuk dimintakan apa bila janda 
tersebut bermaksud ingin menjual sebagian harta.
Informasi yang penulis temukan, bagi sebagian 
orang, hak janda untuk mengelola harta suaminya secara 
penuh selama belum terjadi perceraian seperti yang 
berlaku di dalam hukum adat, dipersamakan dengan 
hak waris. Tegasnya, janda mewarisi harta suaminya 
dengan cara mengelola dan memeliharanya.
Kemungkinan lain untuk mempertahankan 
kedudukan janda di lingkungan keluarga suaminya 
adalah melalui perkawinan lakoman. Jenis perkawinan 
ini juga disebut dengan perkawinan waris. Artinya, jika 
suami meninggal, maka jandanya dapat dinikahi oleh 
pihak-pihak yang memiliki tutur yang sama dengan 
suaminya, semisal anak suaminya dari ibu yang lain 
atau dengan saudara laki-lakinya yang lain.31 Dengan 
berlangsungnya pernikahan, maka kedudukan janda 
kembali penuh sebagai bagian dari anggota keluarga 
suaminya. Biasanya, perkawinan lakoman ini terjadi 
jika janda yang ditinggalkan masih rnuda. Salah satu 
alasan perkawinan lakoman ini adalah agar sang janda 
tidak keluar dari klan suaminya.
masyarakat yang menganut perkawinan jujur memiliki pola yang sama. 
Pada suku bangsa Rejang, sistem pcrkawinannya bukan saja cksogami, 
tetapi juga menjamin garis keturunan yang patrilineal. Dengan kawin 
jujur. si perempuan beleket (jujur) dilepaskan dari golongan sanak 
saudaranya dan dimasukkan bersama anak-anaknya ke golongan sanak 
saudara dari suami, disamping kenyataan si percmpuan beleket wajib 
pula bertempat tinggal di tempat suaminya. setidak-tidaknya di tempat 
keluarga suami. Abdullah Siddik. Hukum Adat Rejang, (Jakarta: Balai 
Pustakan, 1977). h. 225-226.
31 Ada beberapa jenis perkawinan lakoman yang berlaku di dalam 
adai Karo, yaitu: (1) Seorang janda perrama kali diniinta adat supaya 
dilakomangani oleh ahli waris yang haknya dari tururnya sama dengan 
suaminya dulu. seperti anak dari lain ibu atau saudara-saudara Icandung 
suaminya yang meninggal, dinamai “lakoman tiaken” dan kalau itu 
tidak ada atau sebab tidak mau. maka boleh, (2) Saudara-saudaranya 
berlainan ibu, retapi saru bapa atau satu turunan dari marga dan hal 
itu dinamai 'lakoman ngalihken senina ”, (3) Kedua diminta adai kalau 
tidak ada anak kandung suami dari lain ibu atau ada tetapi masih 
di bawah umur. maka boleh oleh anak saudara suaminya. dinamai 
kejadian ini dengan “lakoman ku nandcna"(nandc di sini bukan emak 
kandung). (4) Boleh jadi tidak sesuai menurut 1-3, bisa juga cucu 
laki-laki dari suami janda yang menurun dari lain ibu lakoman kcpada 
janda itu. Ini dinamai. “lakoman mindo latjina ku nina". P. Tambocn. 
Adai Jsriadat Karo, h. 156.
Janda yang Telah D inyatakan Bercerai
Cerai hidup bagi orang Karo sebenarnya adalah 
sebuah peristiwa yang sangat tidak disukai, walaupun 
hukum adat tidak menutup pintu sama sekali bagi 
pasangan suami-isrri untuk bercerai sepanjang adi 
alasan yang cukup kuat.^ Atas dasar itulah, perkawinan 
menurut adat Karo termasuk jenis upacara adat yang 
cukup panjang dan melelahkan. Namun harus dicatat, 
peiaksanaan adat dan upacara perkawinan yang 
dianggap ’’panjang” dan ’’rumit” itu akan membeii 
berkah, dalam pengertian tidak mudah bagi suami- 
isrri untuk bercerai. Kalau karena hal-hal kecil merely 
bercerai, itu artinya mereka tidak pernah menghargai 
pengorbanan karib-kerabatnya dan handai tolan yang 
sudah bersusah-payah mengurusi perkawinan mereki.
Disamping itu, konsep perkawinan unjuken (tukuri 
meniscayakan perkawinan itu bersifat abadi. Dalam 
perspektif adat Karo, ketika perkawinan sudah terjadi, 
maka ’’hubungan” anak perempuan, yang kemudian 
menjadi istri dari suaminya, dengan keluarganva 
menjadi "terputus”. Sampai-sampai harta warisan saia 
mereka tidak diberi karena dipandang telah menjadi 
tanggung jawab suaminya. Anak perempuan yang telah 
’’dibcli” terscbut pindah ke clan suaminya dan menjadi 
bagian dari keluarga suaminya. jika suaminya mati 
tidak ada satu pun yang dapat mengusir janda tersebui 
kecuali atas permintaannya sendiri.
Berbeda halnya dengan cerai hidup. Jika terjad 
perceraian antara suami dan istri karena satu dan lain 
hal, maka hubungan menjadi terputus sama sekali 
Dalam hal ini, janda tidak mendapatkan apa pun dar 
suaminya kecuali harta bawaannya. Untuk harta van 
disebut terakhir ini, tetap menjadi milik janda tersebui 
dan ia menguasai sepenuhnya. Pertanyaannya adalaJ 
apakah hukum adat Karo mengenal harta bersama '
Menurut Djaja Meliala, harta sarekat sebenarm- 
ridak dikenal di dalam masyarakat Karo karena semu 
harta yang diperoleh selama perkawinan (kecuali hart 
rumah tangga) adalah milik suami. Harta rumah tangg 
(seperti perabot-perabot rumah tangga) jika ccrjad 
perceraian akan dibagi dua sama rara, antara suami dai 
istri.54
12 Alasan yang sering digunakan sebagai alasan cerai dalam hukun 
adai Karo adalah ridak mempunyai keturunan, terutama ketuntna 
laki-laki. Alasan lain adalah terjadi perzinaan, salah satu pihak ti 
mengandung penyakit yang tidak dapat diobati (lepra), dan scbagaims 
Darwins Prints. Adat Karo. h. 128 dan P. Tamboen, Adai Isriadat Km 
h. 152.
s' Tridah Bangun, Penulisan dan Pencatatan Adat Istiadat Lit 
(Jakarta: Yayasan Merga Silima, 1990), h. 127.
"  Djaja S. Meliala dan Aswin Pcranginangin, Hukum Perdaia Ai 
Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional, h. 41.
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Dengan demikian. dalam konteks kewarisan janda, 
penulis menemukan dua pola yang umumnya bcrlaku 
di kalangan masyarakat Karo Muslim, yaitu pertama, 
diberikannya hak kepada janda untuk menggunakan 
, men - tasharruf- ka n) harta mendiang suaminya 
dipahami bahwa janda scbcnarnya telah mewarisi harta 
dari suaminya. Bahkan janda tersebut memiliki hak 
dan kewcnangan untuk membagi-bagi harta warisan 
tersebut kepada anak-anaknya. Tcrkadang kesempatan 
ini dimanfaatkan para janda untuk mcmberikan harta 
kepada anak percmpuannya walaupun dalam jumlah 
yang sangat terbatas.
Sampai di sini menjadi menarik untuk dipahami 
bahwa dalam perscpsi masyarakat Karo, hak untuk 
mengelola dan memanfaatkan harta waris suaminya 
dimaknai sebagai hak mewarisi. Bagi mereka, kata 
"mewarisi” tidak semata-mata bermakna memiliki. 
Namun lebih penting dari itu, mereka memaknai 
mewarisi dengan menguasai.
Kedua, janda, walaupun diberi hak untuk 
memanfaatkan harta waris, namun hak tersebut 
sangat terbatas. Ia diberi hak untuk mengelola 
Ain menggunakan harta sebatas untuk keperluan 
hidupnya dan anak-anaknya. Bahkan seandainya 
linda tersebut telah mcmbagi harta. termasuk untuk 
anak percmpuannya, maka anak laki-laki tersebut 
dapat mcminta kembali harta tersebut setclali ibunya 
meninggal dunia. Ini mcnunjukkan bahwa Ibu tidak 
memiliki hak untuk mcmbagi harta waris tersebut, 
walaupun kepada anaknya sckalipun. Pendek kata, 
landa pada hakikatnya tidak memiliki kclcluasaan 
untuk menggunakan harta suaminya.
Sebenarnya. janda tidak mendapatkan hak waris 
merupakan bcntuk asal dari hukum waris Karo.1'  Djaja 
Mcliala dan Aswin Peranginangin mcnuliskan bahwa 
selama janda mclaksanakan darmanya sebagai seorang 
janda, kepadanya hanya diberi hak mcnikmati hasil 
dari liana kekayaan suaminya dan ia bukanlah ahli 
waris.36 Menurut Ter Haar. kaitannya dengan janda, 
titik pangkalnya janda tidak mcmpcrolch harta waris 
adalah karena perempuan (janda) itu dipandang 
kbagai orang asing dan tidak bcrhak atas warisan. Akan 
tetapi sebagai isteri. ia ikut memiliki harta benda yang
' Di dalam hukum adat khusus pada masyarakat yang menganut 
ju s  patrilineal, janda tidak mendapatkan bagian dari harta pcninggalan 
issninya sebagai ahli waris tetapi bcrhak menarik pcnghasilan dari 
h ju  tersebut, jika pcrlu scumur hidup. Untuk nafkah janda tersebut 
iitdiakan barang gonn-gini jika barang-barang ini mencukupi 
iui harta pcninggalan suaminya. Soekanto. Meninjau Hukum Adat 
Indonesia: Suuiu Pengflntar untuk M tmpehtjari Hukum Adat. (Jakarta: 
Rjjagarfindiol996). h. 116- I t  7.
' Djaja S. Mcliala dan Aswin Peranginangin. Hukum Perdata A/iat 
Kun dalam Rangka Pembtntukan Hukum Nasional, h. 56.
diperoleh selama perkawinan dalam batas-batas yang 
telah ditetapkan. Janda tersebut, masih menurut Ter 
Haar, juga bcrhak atas nafkah dari harta pcninggalan 
suaminya seumur hidupnya kccuali ada kctcntuan yang 
menentukan lain.5
Dinamisasi H ukum  Waris Adat Karo
Studi ini mcmperlihatkan bahwa kendatipun 
masyarakat Karo Muslim mcngaku menggunakan 
hukum adat untuk menyelesaikan pembagian harta 
waris, namun pada praktiknva mereka tidak lagi 
mencrapkan hukum adat tersebut secara murni. Hal 
ini menunjukkan bahwa pandangan-pandangan yang 
menyatakan hukum adat itu sratis ternyata tidak dapat 
dibenarkan.
Sampai di sini, menarik mcncermati apa yang
dituliskan oleh Tjok Istri Putra Astiti yang meneliti
tcntang hak-hak wanita Bali dalam hukum adat waris.
Ia menyatakan:
Jika kita bertolak dari pengertian hu k u m  adat sebagai 
h u k u m  rakyat yang tu tn b u h  dan  berkem bang di 
masyarakat, h u k u m  adat bukanlah hu kum  yang bersifat 
staris, m elainkan dinam is. Sifat dinam is dari hukum  
adat itu d igam barkan antara  lain oleh Koesnoe dengan 
istilah "luwes”. K usumadi Pujuscwoyo (1961) dengan 
ungkapan ’’menebal dan m enipis". N asrocn (1957) 
dengan istilah "patah tu tnbuh  hilang bcrganti", dan 
m en u ru t istilah Bali adalah menycsuaikan diri dengan 
dtsa. kala. p a tm  (berubah m enuru t tem pat. w aktu, dan 
keadaan).3*
Hukum adat itu dinamis dan tenru saja akan berubah. 
Persoalannya bukan sekedar berubah atau tidaknya, 
melainkan kemana arah pcrubahan tersebut. Dalam 
konteks masyarakat Karo, pluralisme hukum merupakan 
sebuah realitas yang tidak terbantahkan. Hukum adat 
pada satu sisi akan bcrhadapan, bcrkompctisi, saling 
mempengaruhi, atau malah bergcrak dan mendekat 
membentuk pola-pola baru.
Dalam kasus kewarisan anak perempuan misalnya, 
masyarakat Karo Muslim mulai mcnyadari bahwa anak 
perempuan juga memiliki hak untuk mendapatkan 
harta waris dari orang tuanya. Tidak bcrhenti hanya 
pada kesadaran. mereka juga telah merumuskan 
langkah-langkah atau stratcgi-stratcgi baru agar harta 
tersebut sampai kepada anak percmpuannya tanpa harus 
berbenturan secara langsung dengan hukum adat.
Hukum adat masih mendominasi kchidupan
Ter Haar. Asas-AiasdanSusunan H ukumAtlat, (Djakarta: Pradnva 
Paramita, 1991). h. 217.
'T jok Istri Putra Astiti. "Hak-Hak Wanita Bali dalam Hukum Adat 
Waris*. dalam E.K.M. Masinambaow (cd.), Hukum dan Kemajemukan 
Budaya: Sumbangan Karangan untuk Menyambut Ulang Jahun ke-70 
Prof. Dr.O. Ibromi. (Jakarta: Obor. 2000). h. 317.
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masyarakat Karo Muslim walaupun Islam sebagai 
agama yang mcrcka pcluk memiliki scpcrangkat aturan 
dan norma yang berkaitan dengan hukum-hukum 
kcluarga. Ketika penulis bertanya, mengapa mereka 
tidak menggunakan hukum Islam, mereka mengatakan 
bahwa ’Adat yang lebih dahulu ada dari agama. Jadi 
mana bisa diubah'.
Seiring dengan perjalanan waktu, hukum adat yang 
selama ini dilaksanakan masyarakat Karo (Muslim), 
pcrlahan namun pasti, hukum warisnya sedang 
mengalami pergeseran bahkan perubahan. Kendatipun 
anak percmpuan mcndapatkan harta waris dari saudara 
laki-lakinya, bukan dari orang tuanya langsung, 
keadaan itu jauh lebih baik dari yang terjadi pada era- 
era sebelumnya.
Studi ini menunjukkan bahwa faktor emosional 
saudara laki-laki menjadi sangat menentukan bagi 
perolehan harta waris anak perempuan. Informasi 
yang penulis terima dari beberapa informan ridak 
memperlihatkan indikasi yang kuat, bahwa perubahan 
itu terjadi karena anak laki-laki sudah menyadari apa 
yang disebut dengan kesetaraan jender. Pemberian itu 
sama sekali tidak didasarkan pada paham kesamaan 
derajat. Anak laki-laki tetap merasa superior dibanding 
anak perempuan. Studi ini telah memperlihatkan 
bahwa ketika penulis bertanya bagaimana kedudukan 
anak laki-laki dalam alam pikiran orang Karo, jawaban 
yang dapat penulis tangkap adalah mereka mengakui 
bahwa kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dibanding 
anak perempuan. Laki-laki Karo diposisikan superior 
terhadap perempuan di pclbagai sektor kehidupan, 
domestik maupun publik. Di sektor domestik 
sekalipun, perempuan cendcrung diposisikan sebagai 
subordinat laki-laki, misalnya dalam kontrol hak milik 
rumah tangga, distribusi pekerjaan rumah tangga, 
dan juga dalam hal pengambilan keputusan. Sebagai 
kelanjutannya adalah kontrol sumber daya rumah 
tangga ada di tangan laki-laki dan tidaklah aneh jika 
warisan pun lebih banyak mengalir kepada anak laki- 
laki.3’
Kcndati demikian, menurut Rahngena Purba, saar 
ini scbenarnya telah bcrlangsung perlawanan "diam- 
diam” yang dilakukan oleh perempuan Karo. Dalam 
tulisannya tcnrang peran istri dalam ekonomi rumah 
tangga, dengan mengambil sampel wanita-wanita yang 
ada di dacrah rural dan hetcrogcn, terbukti, seorang
•v> Muhadjir Darwin dan Tukiran. Menggugiit Budaya Patrutrki, 
(Yogyakarta: Pusat Penulisan Kcpcndudukan Universitas Gajah Mada 
dan Ford Foundation. 2006). Ii. 3 dan 24 -25. Bandingkan dengan 
Irwan Abdullah. Seks. Gender &  Reprodukri Kekuasttan. (Yogyakarta: 
Tarawang, 2001), h. 26-27,
wanita yang aktif dalam ekonomi rumah tangga dan 
juga rajin, ternyata mercka memiliki posisi tawar kuat 
sehingga pengambil keputusan dalam ekonomi juga 
kuat untuk tidak mengatakan sangat menentukan. 
Sebagai contoh di dacrah Ujung Sampun, ditemukan 
rumah-rumah penduduk yang ditempeli nama sang 
pemiliknya. Biasanya yang terjadi selama ini. nama 
yang ditcmpel hanya nama suami. Tetapi di Ujung 
Sampun keadaannya telah berubah. Nama suami dan 
istri keduanya ditonjolkan. Misalnya tertulis di papan 
nama sepasanga nama suami-istri, A Barus, B Bf 
Cinting. Bukankah ini bermakna pernyataan seorang 
wanita bahwa rumah ini bukan hanya milik suaminya 
tetapi juga miliknya (istri). Bukankah ini merupakan 
sebuah pemberontakan.10
Penulis cenderung menyebutnya dengan pern- 
berontakan bisu. Pcndek kata, scmakin aktif perempuan 
Karo dalam kegiatan ekonomi, maka semakin kuat 
posisi tawarnya dalam pclbagai bidang, misalnya dalam 
hal sekolah anak dan pertanian. Sebagai kelanjutannys. 
jika posisi ibu scmakin kuat dalam rumah tanggi 
seiring dengan ringginya kontribusinya dalam ekonomi 
keluarga, maka wcwenangnya untuk mendistribusikaj 
harta kcpada anak perempuannya semakin kuar puli 
Seiring dengan kuatnya posisi ibu, maka peluang anal 
perempuan untuk mcmpcroleh harta waris semakia 
terbuka. Setidaknya, sang ibu scmakin bebas untui 
melakukan stratcgi distribusi harta kepada anal 
perempuan. Tentu saja dibanding dengan perempuat 
Batak Toba, perempuan Karo tampaknya tidal 
menunjukkan ekspresi pemberontakannya terhada 
dominasi adat dengan cara-cara yang vulgar.
Penulis melihat, perubahan hukum adat wari 
Karo yang signifikan akan terjadi ketika setiap oran 
tua melakukan upaya-upaya yang serius dan sisremau 
untuk memberikan hak kepada anak perempuan da hr 
mcmpcroleh harta waris. Sejatinya, para orang tua harts 
mcnggunakan otonomi dan kekuasaan yang mercit 
miliki untuk membcri akses terhadap harta waris bus 
anak-anak pcrcmpunnya.
Studi yang dilakukan Franz Von Benda Beckman 
tentang Property in Social Continuity (Properti da 
Kesinambungan Sosial) menunjukkan bahwa hukui 
kewarisan Islam dalam lingkungan adat Minangkahi 
telah mengalami pcrubahan-perubahan. Beckman 
menunjukkan banyak orang tua laki-laki dalaj 
kapasitasnya sebagai mamak, yang semestinya lets 
bcrtanggung jawab kepada kcmanakannya tch 
beralih untuk lebih mempcrhatikan anak-anaknji
10 Wawancara dengan Ibu Rahngena I’urba pada tangga! 13 \  
2010 di Jakarta.
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Mereka telah melakukan upaya-upaya sisrematis 
untuk mcmbcrikan harta pencaharian kepada anak- 
anaknya, baik melalui jalur hibah atau wasiat. Hal ini 
sebenamya untuk menghindarkan konflik antara anak 
dan kemanakan di bclakang hari nanti. Dalam bahasa 
Backmann, "Bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa 
konflik klasik dalam hal pewarisan di Minangkabau 
adalah situasi dimana anak dan kemanakan orang yang 
meninggal memperscngketakan harato pencaharian 
almarhum bapak atau mamaknya”.41
Berikut ini pernyataan Backmann tcntang upaya 
sistematis yang dilakukan para orang tua untuk 
mengalihkan properti kepada anak-anak mereka:
Semasa hidupnya. mercka dapat giat mcngguuakan 
otonomi mereka untuk mendahului pcngalihan 
diakronis atau mcngganti ketentuan-kerenruan 
pewarisan tanpa wasiat dengan petunjuk-petunjuk yang 
mcrcka buat sendiri. Mcrcka dapat melakukan itu dalam 
batas-batas yang ditcntukan hukum, dan tentu mereka 
juga mcncoba bcrbuat sesuatu yang mcJanggar hukum. 
Kctcntuan-kctcntuan adat sudah digambarkan sebagai 
berikut: (1) Antisipasi terhadap pcngalihan diakronis 
dengan melakukan hibah yang dapat dilakukan 
semasa pemegang propcrti masih hidup dan dengan 
mcnanamkan modal dalam pclbagai bentuk properti 
yang akan langsung mcnguntungkan orang-orang yang 
mercka sukai, seperti pcnanaman tanaman keras bagi 
anak-anak dan pcngalilian gadai kepada istri dan anak.
(2) Mcngganti kctcniuan pewarisan tanpa wasiat dapat 
dilakukan dengan cam hibah (p n g  dapat ditarik kembali 
selama pemegang properti masih hidup) atau melalui 
wasiar. (3) Pemilik juga dapat mengcndalikan pentas 
untuk pewarisan yang akan datang dengan mcngubah 
status hukum dari objek propcrti; kemungkinan yang 
sekarang diberikan untuk tanah yang dapat diubah 
menjadi "hak milik” di bawah Undang-Undang 
I’okok Agraria sehingga terhadap tanah dcmikian akan 
ditcrapkan hukum harato pencaharian.12
Gejala yang terjadi di Minangkabau saat ini, ketika 
pewaris lebih menginginkan harta warisnya jatuh kepada 
orang-orang yang dicintainya, disebut oleh Backmann 
sebagai gejala “individualisasi". Dalam kesimpulannya, 
ia mengatakan bahwa kebanyakan orang tua bersikap 
mendahulukan kepentingan satuan-satuan sosial yang 
kecil, seperti keluarga, suami-istri, anak, dan cucu. Sikap 
mercka terhadap keluarga lain semakin menunjukkan 
rasaacuh tidak acuh. Dalam mcnyimpulkan perubahan, 
hendak diberikan perhatian utama pada proses 
individualisasi dan kedekatannya kepada kelompok- 
kelompok sosial yang kecil scrta rontoknya kelompok 
sosial yang lebih besar seperti rumah gadang dan kaum, 
dari pada perhatian pada perubahan yang terjadi dari
” Fran/Von Benda Beckmann, Properti dan Kesinambungan Sosial, 
diicrjemahkan oleh Tim Pcrwakilan KITLV dan Indira Simbolon, 
i|Jurta: Grasindo, 2000), h. 340.
0 Franz Von Benda Beckmann, Propem dan Kesinambungan Sosial, 
b. 353-354.
’’kemanakan” kepada anak.1'
Studi Backmann membuktikan bahwa tidak hanya 
perubahan di dalam konscpsi hukum adat yang sangat 
memungkinkan, dan ternyata telah terjadi, namun 
yang agaknya perlu mcndapatkan perhatian yang 
lebih besar diberikan adalah perubahan terscbut lebih 
banyak discbabkan oleh "gcrakan" masyarakat adat itu 
sendiri. Pergulatan batin. bahkan konflik batin, yang 
terjadi pada sctiap individu di dalam masyarakat adat 
mendorong mercka untuk kembali mempertanyakan 
konsep-konsep hukum adat yang selama ini dianggap 
pasti benar. Pada saat yang sama, perubahan sosial juga 
ikut mcmpengaruhi sikap dan pandangan terhadap 
hukum adat. Pertumbuhan penduduk yang sangat 
cepat dan bcrimplikasi terhadap berkurangnya tanah, 
membuat masyarakat Minang, terutama laki-laki, untuk 
fokus pada harta pencaharian dan tidak lagi berganrung 
pada harta kaum.''4
Sebab lain, menurut saya, yang paling penting 
adalah scmakin banyak laki-laki tinggal bersama 
istrinya dan scmakin bcrkurang fungsinya sebagai 
mamak, semakin banyak pula lelaki yang mencurahkan 
perhatian dan kegiatan ckonominya pada rumah dan 
properti istri dan anak-anaknya, mcngerahkan tenaga 
dan harta pencahariannya bagi kepentingan orang- 
orang yang hidup bersamanya. Pola tempat kediaman 
ekonomi yang baru scmakin meningkatkan investasi 
harta pencaharian laki-laki bagi kepentingan keluarga 
batih-nya, biasanya investasi pada harta pusaka istri, 
mcnycbabkan meningkatnya individualisasi hana 
pusaka istri dan menyebabkan besarnya pengaruh dan 
otonomi keluarga batih dibandingkan kaum istri.’’
Jika masyarakat Minangkabau yang terkenal sebagai 
masyarakat yang cukup kuat mcmcgang adat pada 
satu sisi dan agama pada sisi lain, sehingga mampu 
mengharmonisasikan adai dan agama dalam satu 
ungkapan yang sarat makna yaitu "Adat basandi syara', 
syara’basandi kirabullah’ . hukum adatnya sedang 
mengalami perubahan-perubahan. Hal yang sama juga 
sedang terjadi di Tanah Karo.
Apakah tcrjadinya perubahan pada hukum adat 
waris Karo discbabkan oleh usaha-usaha sistematis para 
orang tua untuk mcmbcrikan harta (waris) kepada anak 
perempuannya? Berbeda dengan apa yang terjadi pada 
masyarakat Minangkabau, ketika konflik yang terjadi
11 Franz Von Benda Beckmann. Properti dan Kesinambungan Sosial.
h. 469.
“ Franz Von Benda Beckmann. 1‘roperti dan Kesinambungan Sosial, 
h.472.
' '  Franz Von Benda Beckmann. Properti dan Kesinambungan Saiud, 
h. 477.
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antara anak dan kemanakan dalam hal pembagian harta, 
pada masyarakat Karo, konflik sejenis itu tidak terjadi 
sama sekali. Seandainya ada konflik, hal itu terjadi 
antara anak laki-laki dan anak perempuan. Para orang 
tua Karo hanya berrugas agar di antara anak-anaknya 
terjadi perdamaian. Namun lebih penting dari sekedar 
perdamaian, mereka juga bertanggung jawab terhadap 
masa depan anak perempuannya. Sedapat mungkin 
mereka berusaha agar anak perempuannya tidak merasa 
disisihkan dan atau diperlakukan secara tidak adil.
Informasi yang penulis dapatkan menunjukkan 
ada kecenderungan orang tua, baik laki-laki, terlebih 
ibu (istri), untuk memberikan harta waris kepada 
anak perempuannya melalui dua cara, yaitu hibah 
dan wasiat. Yang dimaksud dengan hibah adalah harta 
diberikan sewaktu orang tua masih hidup. Proses ini 
semakin mudah dilakukan karcna anak perempuan 
masih tinggal bersama orang tuanya. Pemberian 
harta dari orang tua juga dilakukan ketika anak 
perempuannya melangsungkan pernikahan. Adapun 
wasiat, biasanya diberikan kepada anak laki-laki agar 
mereka memperhatikan saudaranya yang perempuan.
Di banding wasiat, hibah lebih memiliki kepastian 
bagi anak perempuan untuk memperoleh harta dari 
orang tuanya. Biasanya, harta yang diberikan adalah 
harta pencaharian. Tanah dan benda-benda yang tidak 
bergerak sama sekali sulit diperoleh anak perempuan 
karena kuarnya dominasi adat. Kendati demikian, 
peluang untuk mendapatkan harta tidak bergerak 
walaupun dalam jumlah yang terbatas tetap saja 
terbuka.
Salah satu benruk perubahan itu adalah munculnya 
dorongan untuk membedakan harta adat seperti tanah 
dan rumah dengan harta pencaharian semakin kuat. 
Berkaitan dengan harta adat, tampaknya peluang anak 
perempuan untuk memperoleh bagian harta waris 
masih sulit, kecuali ada kebijakan-kebijakan kliusus 
dari saudaranya yang laki-laki. Namun untuk harta 
pencaharian, tuntutan untuk ’’sama rata" semakin 
menemukan momenrumnya seiring dengan perubahan 
zaman. Berkaitan dengan hal ini, menarik mencermati 
apa yang dituliskan oleh M.U. Sembiring sebagai 
berikut:
Dalam hukum waris, norma yang berlaku adalah bahwa 
anak perempuan tidak mempunyai hak unruk mewarisi. 
Apa yang mereka rerima dari harta orangtuanyahanyalah 
’’pemberian” saudara laki-lakinya, bukan hak anak 
perempuan. Dewasa ini dapat dikonstarir bahwa pada 
kalangan rertcntu terutama di daerah perkotaan telah 
timbul gcjala rasa tidak puas terhadap norma tersebut, 
setidak-tidaknya sepanjang yang berkenaan dengan 
bahagian harta pcninggalan yang tidak berwujud harta 
adar (terutama tanah-tanah adat yang diwarisi para
leluliur). Ada keinginan agar dalam harta pencaharian
orang tua, anak-anak perempuan diberi hak untuk ikur
serta mewarisi disamping saudara laki-lakinya mcskipun
dalam porsi yang kecil. Kcingian ini bukan saja
dicetuskan oleh pewaris (orang tua). Apakah dari adanva
gejala ini dapat disimpulkan bahwa telah ada pergeseran
kesadaran hukum waris ke arah yang membuka pintu
emansipasi wanita, sampai ke bidang hukum waris adat 
>46
Kaitannya dengan janda, sepanjang informasi yant 
penulis terima, hampir tidak ada satu pun upaya van 
dapat dilakukan untuk menempatkan janda sebagai ahl 
waris dalam makna yang sebenarnya. Kematian yan 
tidak dapat diterjemahkan sebagai sebuah perceraian'1 
pada satu sisi merupakan sebuah keuntungan bag 
istri. Ia masih menjadi bagian dari keluarga suaminya 
Oleh sebab itu, kematian suaminya tidak merubal 
apapun kecuali ia tidak lagi mempunyai suami. Hakny 
terhadap rumah dan anak-anaknya tidak berubah sam 
sekali. Namun. ia tetap tidak memiliki bagian dari hart: 
suaminya. Ia hanya berhak memanfaatkan harta tersebu 
sebatas keperluannya selama hidup. Alih-alih untui 
memperoleh harta bersama. janda sama sekali tidal 
memperoleh harta waris dalam makna khusus sebagj 
harta yang dapat dimiliki dan dikuasai sepenuhnva 
Sepanjang tidak terjadi "perceraian” mungkin ridal 
menjadi masalah. Ibu akan mencurahkan dai 
mendayagunakan harta bendanya unruk anak-anaknya 
Akan tetapi bagaimana jika terjadi perceraian ? Samp] 
di sini perempuan hanya berhak membawa hart 
asalnya. Ketentuan tersebut sangat berbeda dengai 
aturan yang terdapat di dalam hukum Islam. Ketik 
terjadi kematian, maka perceraian secara otomatis tela 
terjadi dan istri (janda) disamping mendapatkan hart 
waris juga memperoleh harta bersama.'®
Penulis ingin mengatakan bahwa hukum ada 
Karo sebenarnya bergerak mendekati hukum Islam 
Apapun yang diterima perempuan Karo, apabl 
melalui pemberian saudara laki-lakinya, pemberiaj 
(hibah) orang tuanya (harta buat-buateri), atau mclali 
wasiat, semuanya dimaksudkan agar perempuan Kan
M. U. Sembiring, "‘Hukum Adat Karo dalam Rangka Pcrubahs 
Sosial”, dalam Sarjani led.), Bunga Rumpai Seminar Kebwlayaan Kt\ 
dan kehidupan Masa Kini, (T.T.t.: Kabanjahe. 1985) h. 111 112.
17 Bandingkan dengan konsep perceraian yang ada di dalam liutai 
Islam dan hukum perdata.
48 Lihat pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam kiiuiusm 
Bab XIII pasal 85-97- Di antara pasal yang cukup penting adalah pas 
96 ayar I yang isinya, “Apabila terjadi cerai inatl, maka separoh hat 
bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama". Adapun av, 
(2) adalah "Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yji 
istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kcp.wn 
matinya yang hakiki atau matinva secara hukum atas dasar putmi 
pengadilan agama. Selanjutnya pada pasal 97 yang isinya, “Janda »i; 
duda cerai hidup masing-masing bcrhak seperdua dari harta bcrsaa 
sepanjang tidak ditentukan lain dalam pcrjanjtan perkawinan”.
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dapat menikmati harta waris orang tuanya. Tcgasnya, 
perempuan Karo juga mendapatkan harta waris orang 
tuanya sebagaimana yang berlaku di dalam hukum 
Islam. Tentu tidak persis sama dengan apa yang berlaku 
di dalam hukum waris Islam seperti pola 2:1 tersebut.
Hukum waris adat Karo saat ini sedang bergerak 
menuju bcntuk baru sebagaimana yang telah 
ditunjukkan pada kajian-kajian terdahulu merupakan 
sebuah realita. Pergerakan itu, menurut penulis, adalah 
hukum waris adat Karo sedang mendekat pada hukum 
Islam.
Penutup
Uraian di atas menunjukkan bahwa masyarakat 
Karo Muslim masih menggunakan hukum adat dalam 
menyelesaikan pembagian harta warisan. Kendati 
demikian, beberapa dekade terakhir telah muncul 
kesadaran baru di kalangan masyarakat Karo Muslim 
untuk lebih memperhatikan anak perempuan atau 
saudara perempuannya. Fenomena yang tidak kalah 
menariknya adalah banyak orang tua telah menggunakan 
instrumen hukum lain untuk mcmbcrikan harta waris 
dalam bentuk harta bergerak (cmas dan uang) kepada 
aiak perempuannya. Inilah yang discbut dengan stratcgi 
memberikan akses harta waris kepada anak perempuan. 
Wasiat dan hibah adalah pilihan yang digunakan orang 
uu. Tidaklah mengherankan jika banyak orang tua 
semasa hidupnya telah mendistribusikan sebagian harta 
bergerak kepada anak percmpuannya.
Cara lain adalah dengan memberi kesempatan 
>ung seluas-luasnya kepada anak perempuan untuk 
menempuh pendidikan setinggi-tingginya dan juga 
hsiliras untuk mencari pekerjaan yang laik. Upaya ini 
dapat dipandang sebagai strategi untuk membuat anak 
perempuan lebih mandiri sehingga tidak tcrgamung 
kepada saudara laki-lakinya. Umumnya gejala ini dalam 
beberapa studi tcntang harta waris discbut dengan 
fenomena “individualisasi". Terhadap harta tidak 
bergerak, seperti sawah atau lading, individualisasi 
dilakukan dengan investasi modal, misalnya untuk 
perkebunan atau pcrtanian. Sedangkan terhadap anak 
perempuan, individualisasi dilakukan dengan memberi 
kesempatan yang seluas-luasanya untuk sckolah sampai 
ikhirnya memperoleh pendidikan yang tinggi dan 
pekerjaan yang laik.
Adapun yang berkaitan dengan hak waris janda 
hampir tidak ada perubahan yang signifikan. Namun 
jika dicermati sccara scksama, pergcseran hak waris 
landa sebenarnya sedang berlangsung secara perlahan, 
khusunya bagi janda-janda yang memiliki kemandirian 
ckonomi. Wanita yang mandiri rclatif lebih memiliki
keleluasaan untuk mengelola harta peninggalan 
suaminya. Kendatipun sccara eksplisit tidak ada 
pembagian tenrang harta bersama dan bagian waris 
tertentu, namun secara substansi, penguasaan terhadap 
harta peninggalan suami menunjukkan semakin 
menguatnya hak-hak istri terhadap harta suaminya.
Kecenderungan-kecendcrungan tersebut mcnunjuk- 
kan bahwa hukum adar Karo dalam hal warisan 
sebenarnya sedang bergerak. Hukum adat Karo sangat 
dinamis. Kesimpulan yang tcrpenting adalah hukum 
waris adat Karo yang bcrbasis patrilineal sesungguhnya 
sedang bergerak ke arah hukum waris yang berbasis 
bilateral. Agaknya fenomena ini semakin meyakinkan 
kita bahwa hukum waris nasional akan segera terwujud 
pada saat hukum waris yang bcrbasis patrilineal dan 
matrilineaJ bergerak ke arah bilateral. Harus divakini 
bahwa pergerakan itu sesungguhnya saat ini sedang 
berlangsung. []
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